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Abstrak
 

Globalisasi ekonomi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi, internasional atau cross

border transaction. Arus barang, barang, jasa, dan permodalan (investasi) antar negara telah menjadi berlipat

ganda. Saat ini pergerakan modal dan dana dari satu negara ke negara lain menjadi lebih besar dari

sebelumnya. Lahirnya General Agreement on Trade and Tariff (GATT) dan World Trade Organization

(WTO) telah mengurangi kendala-kendala dalam pergerakan barang, jasa dan modal antar negara.

Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri akan tetapi merambah ke

mancanegara dan menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. Mereka beroperasi melalui anak

usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang sedan tumbuh.

 

Transfer pricing dapat dilakukan dengan motivasi pajak, yang bertujuan menggeser beban pajak dari negara

dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Pergeseran ini diyakini dapat menghilangkan

potensi penerimaan pajak suatu negara. Untuk mencegah praktik transfer pricing dengan motivasi pajak ini,

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia mengatur tentang Advance Pricing Agreement, yang adalah

kesepakatan harga antara Wajib Pajak dengan aparat pajak mengenai harga jual wajar atas produk yang

dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

 

Transfer pricing merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional

yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintahan, transfer pricing diyakini

mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan

multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak

yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries).

Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (cost efficiency)

termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (corporate income tax). Bagi korporasi

multinasional, perusahaan berskala global (multinational corporations), transfer pricing dipercaya menjadi

salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang

terbatas.

 

Di tengah dua pandangan yang berlawanan tadi, tesis ini mencoba menguraikan lebih jauh mengenai solusi

yang dicoba ditawarkan Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku (UU Nomor 17 Tahun 2000)

terhadap isu ketidakwajaran harga transaksi yang berpengaruh signifikan dalam perhitungan pajak, terutama

pajak penghasilan (PPh) badan, yaitu: Advance Pricing Agreement (APA).

 

APA dijadikan salah satu upaya penanganan rekayasa transfer pricing dengan maksud untuk menyelaraskan

sistem perpajakan Indonesia dengan perkembangan .perpajakan internasional, disamping untuk mengatasi
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kebuntuan sehubungan dengan kurangnya akses data eksternal dan tidak efektifnya exchange of information

antar negara khususnya dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sehubungan dengan transaksi yang

dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak-pihak di luar negeri.

Mekanisme APA memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menutup

kesepakatan harga transfer dengan wajib pajak yang bersangkutan (unilateral) atau dengan negara terkait

(bilateral).


